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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pancasila merupakan merupakan dasar negara Republik Indonesia. Hal 

tersebut memberikan makna bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala 

sumber hukum di Indonesia. Arti dari sumber dari segala sumber hukum di 

Indonesia, adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia harus mengacu pada Pancasila sebagai pedoman utamanya dan tidak 

boleh menyimpangi daripada nilai-nilai yang terkandung dari butir-butir tiap 

silanya. 

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, secara 

implisit telah dijelaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 

1945). Hal tersebutlah yang menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sumber hukum. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Indonesia adalah 

suatu negara yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur 

penyelenggaraan pemerintahannya. Maksud dari negara hukum  ialah bahwa tidak 

ada satupun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa di suatu 

negara hukum tersebut. Selain itu, dalam hierarki negara hukum, penyelenggaraan 

kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan. 
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Negara dan termasuk lembaga negara yang ada di dalamnya, harus berpedoman 

dengan hukum yang ada dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
1
 Pemaknaan 

tersebut memberikan arti bahwa suatu kekuasaan dalam menjalankan 

pemerintahan berdasarkan kepada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan 

bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. 

Komitmen negara Indonesia sebagai negara hukum, telah jelas tertuang 

dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi : “Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum”. Hal tersebut berarti Indonesia harus mengedepankan 

prinsip-prinsip hukum untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa 

Indonesia. 

Perkembangan konsep Negara hukum merupakan produk dari sejarah. 

Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan 

masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Akar terjauh dari awal 

pemikiran dan perkembangan Negara hukum dapat dilihat pada masa Yunani 

Kuno dan Romawi dengan konsep kedaulatan rakyat.
2
 

Sistem hukum di Indonesia sangat erat hubungannya dengan ide, cita-cita 

dan tujuan Bangsa Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 

1945. Alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan tentang tujuan Negara, 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

                                                           
1
 M. Tahir Azhary, “Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Segi 

Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini”, Kencana, Bogor, 

2003, Hlm. 30. 
2
 Bernard L Tanya, “Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi”, Genta 

Publishing, 2010, hlm. 104 
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memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. 

Hukum mencerminkan kecerdasan, sosial, ekonomi, dan iklim politik di 

tengah masyarakat. Sesuai apa yang pernah diutarakan oleh Carl Von Savigny, 

hukum tumbuh bersama dengan kekuatan masyarakat, dan akhirnya dimatikan 

oleh masyarakatnya pula.
3
 Hal tersebut memberikan suatu pemaknaan bahwa 

hukum tumbuh dan berkembang sesuai dengan cara masyarakat memperlakukan 

hukum itu sendiri. 

Indonesia memerlukan konsep negara hukum yang sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan apabila Indonesia terlalu 

massive menerapkan konsep civil law seperti Belanda maupun konsep Rule of Law 

seperti di Inggris, maka pergerakan konsep negara hukum di Indonesia akan 

terlambat, kaku, bahkan pemerintah cenderung represif karena Indonesia 

merupakan negara plurarisme. Konsep negara hukum yang ada di Indonesia bukan 

bekas dari negara hukum yang telah ditransplantasikan oleh negara lain, melainkan 

harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang termuat dalam 

Pancasila.
4
 

Produk hukum di Indonesia harus digali dan bersumber pada kemajemukan 

bangsa Indonesia, budaya serta keperyaaan dan nilai yang dianut bangsa 

                                                           
3
 Ibid., hlm. 104. 

4
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Indonesia. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila.
5
 

Norma hukum yang dibentuk menjadi suatu produk hukum pada akhirnya 

memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, sehingga mampu 

menghadirkan produk hukum lain yang mengandung nilai keadilan sosial. 

Sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan 

bagaimana hubungan antara alat-alat kelengkapan Negara yang tertinggi di suatu 

negara. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, pada umumnya dibedakan 

kedalam 2 (dua) sistem utama, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. 

Sistem presidensial yaitu, sistem pemerintahan dimana presiden dipilih oleh 

rakyat, bukan oleh parlemen. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan 

terpisah dengan kekuasaan legislatif di parlemen. Menteri dalam kabinet pada 

pemerintahan presidensial diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada 

presiden, sedangkan sistem parlementer, yaitu sistem pemerintahan dimana 

parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer, 

kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Menteri dalam kabinet pada 

pemerintahan parlementer diangkat oleh parlemen dan bertanggungjawab kepada 

parlemen.
6
 

Pembagian kekuasaan yang jelas terhadap 3 (tiga) lembaga yang telah 

disebutkan dalam trias politica, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, 

                                                           
5
 Wahyu Nugroho, “Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita 

Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law 

Idealism)”, Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, November 2013, Volume 10, Nomor 3. 
6
 Ismail Sunny, “Mekanisme Demokrasi Pancasila”, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 9-10.   
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berdasarkan prinsip check and balances sudah tertuang sejak perumusan sampai 

dengan pengesahan Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, 

diperlukan suatu langkah-langkah untuk penyempurnaan pembagian kekuasaan, 

terutama terkait pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas 

dari masing-masing lembaga tersebut. 

Berdasarkan rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia sampai 

saat ini, apabila dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan 

presidensial, Indonesia tidak menganut adanya asas pemisahan kekuasaan. 

Begitupun, apabila dikatakan Indonesia menganut sistem parlementer, tidak 

menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (untuk selanjutnya disebut MPR) 

sebagai lembaga tertinggi negara. 

Secara hierarki, Indonesia mengadopsi kedua aspek sistem pemerintahan 

tersebut. Negara Indonesia menggunakan sistem distribution of power (pembagian 

kekuasaan) dan separation of power (pemisahan kekuasaan). Hal tersebut terbukti 

adanya pembagian kekuasaan pada pemerintahan pusat, dan adanya pemisahan 

kekuasaan secara vertikal ke pemerintahan daerah.
7
 Bukti atas adanya suatu 

pengakuan terhadap eksistensi pemerintahan daerah, telah diatur dalam Pasal 18, 

Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan : 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

                                                           
7
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tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 

 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, telah jelas bahwa Negara Indonesia 

telah mengakui adanya sistem pemerintahan daerah tiap-tiap provinsi, kabupaten, 

dan kota. Hal tersebut merupakan suatu bentuk strategi pemerintah untuk 

mengoptimalkan sistem pelayanan publik agar dapat tersampaikan kepada 

masyarakat daerah yang beraneka ragam mengingat wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang sangat luas. 

Good governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan yang 

juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran 

pemerintah pusat yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat 

berkembang atau developing dalam negara berkembang, yang kemudian 

memberikan suatu kebijakan kepada pemerintah di bawahnya secara otonomi 

untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya dari segala aspek apapun.
8
 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa good 

governance merupakan suatu bentuk pemerintahan yang bertanggungjawab solid 

untuk mengedepankan aspek kemakmuran bagi masyarakatnya dan terdapat suatu 

pemberian otoritasi bagi pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. 

Oleh karena itu, good governance merupakan cita-cita bagi setiap negara, 

termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                           
8
Agus Dwiyanto, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, Gajah Mada 

Univercity, Yogyakarta, 2009, Hlm. 2. 
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Pemerintahan yang bertanggungjawab dan solid, tidak bisa dilakukan oleh 

pemerintah pusat secara mutlak. Pemerintahan tersebut selain adanya pembagian 

kekuasaan, harus diterapkan pula pemisahan kekuasaan. Hal tersebut bertujuan 

untuk memberikan upaya strategis, efektif, dan efisien dalam memudahkan akses 

pemerintah pusat kepada masyarakat tiap-tiap daerah dengan menjadikan 

pemerintah daerah sebagai ujung tombak terhadap kemajuan masyarakat daerah. 

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut asas negara kesatuan yang 

desentralisasi, artinya ada tugas-tugas tertentu yang harus diurus oleh pemerintah 

daerah itu sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki 

hak otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri.
9
 

Kabupaten Kudus merupakah salah satu daerah yang terletak di Jawa 

Tengah. Kabupaten Kudus memiliki sejarah religi yang sangat kuat. Hal tersebut 

terbukti bahwa di Kabupaten Kudus terdapat 2 (dua) makam Wali Songo, yaitu 

Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kabupaten Kudus terkenal sebagai Kota Industri. 

Bahkan, Kudus dikenal sebagai Kota Kretek. Hal tersebut dikarenakan di 

Kabupaten Kudus terdapat Perusahaan Rokok terkenal di Indonesia, seperti PT 

Djarum, PT Nojorono, dan PR Sukun, serta industri rokok lainnya. Keberadaan 

perusahaan-perusahaan rokok tersebut, tak bisa lepas dari sejarah dan kemudahan 

masyarakat dan investor untuk mendirikan dan mengembangkan usaha-usaha yang 

akan didirikan, termasuk industri hiburan yang ada di Kabupaten Kudus. 

                                                           
9
 Ni’matul Huda, “Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika)”, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm. 54. 
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Setiap manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, 

yang berbunyi : 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya” 

 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa selain 

negara menjamin hak untuk hidup bagi setiap warga negaranya, maka negara juga 

menjamin hak untuk kehidupannya. Artinya, setiap orang berhak untuk memenuhi 

hidupnya secara layak dan merdeka tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, 

termasuk dalam memperoleh pekerjaan ataupun menciptakan pekerjaan. 

Bagus Ngaji Dagang (untuk selanjutnya disebut gusjigang) merupakan 

suatu ajaran yang sejak jaman dahulu telah diwariskan oleh Sunan Kudus. Sampai 

saat ini, istilah gusjigang menjadi identitas kepribadian masyarakat Kabupaten 

Kudus. Ajaran gusjigang ditanamkan oleh Sunan Kudus sejak perjumpaannya 

dengan The Ling Sing, tokoh China mantan Nahkoda Laksamana Cheng Hoo, 

yang menyepakati lahirnya Kota Kudus yang merdeka, yang tidak terikat dengan 

kerajaan tertentu dan tidak dimonopoli oleh suku, golongan atau agama tertentu.
10

 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kudus 

sangat mendukung segala aktivitas perekonomian masyarakat termasuk industri-

industri yang ada di dalamnya. Tetapi, segala aktivitas perekonomian di 

                                                           
10

Https://Media.Neliti.Co.Id/Media/Publications/228000-Gusjigang-Karakter-Kemandirian-

Masyaraka-Be14f327.Pdf, diakses 20 Februari 2020. 

https://media.neliti.co.id/media/publications/228000-gusjigang-karakter-kemandirian-masyaraka-be14f327.pdf
https://media.neliti.co.id/media/publications/228000-gusjigang-karakter-kemandirian-masyaraka-be14f327.pdf
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Kabupaten Kudus tidak serta merta harus dibiarkan secara mutlak, melainkan 

harus dilakukan upaya selektif dalam memberikan ijin untuk pendirian industri-

industri di Kabupaten Kudus. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk 

mempertahankan ajaran gusjigang dari Sunan Kudus. Industri yang memang 

dinilai menyimpang dari ajaran gusjigang, maka secara tegas akan dilarang. 

Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 

Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan 

Karaoke (untuk selanjutnya disebut Perda No. 10 Tahun 2015), merupakan suatu 

bentuk esensi yang menjadi regulasi untuk mempertahankan ciri khas Kota Kudus 

yang religious dengan prinsip gusjigang. Tetapi, hadirnya suatu regulasi di suatu 

daerah tentu akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Dukungan terhadap Perda No. 10 Tahun 2015, timbul karena Perda 

tersebut dinilai sangat persuasif dalam mempertahankan nilai-nilai gusjigang 

Kabupaten Kudus. Tetapi, disisi lain Perda No. 10 Tahun 2015 telah menjadi 

kontroversi bagi masyarakat yang notabenenya adalah pengusaha hiburan seperti 

pengusaha karaoke atau kelab malam. Adapun kontroversi tersebut adalah bahwa 

Perda tersebut dianggap mematikan perekonomian bagi pengusaha karaoke yang 

konvensional di Kabupaten Kudus. Hal tersebut dapat dilihat bahwa setelah Perda 

tersebut disahkan, banyak pengusaha karaoke yang melakukan upaya destruktif 

terhadap ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut. 



 

10 
 

Berdasarkan Pasal 2 Perda No. 10 Tahun 2015, telah jelas adanya suatu 

bentuk larangan terhadap usaha hiburan seperti karaoke dan kelab malam. Adapun 

bunyi Pasal tersebut adalah : 

“Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan 

diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di wilayah Daerah” 

 

Mengingat bahwa berdasarkan teori hukum progresif Prof. Satjipto 

Rahardjo, “hukum untuk manusia, bukan sebaliknya”, maka jika ditelaah lebih 

dalam lagi, Perda tersebut belum cukup untuk memenuhi teori hukum progresif 

dari Prof. Satjipto Rahardjo, karena terdapat unsur yang merugikan bagi 

masyarakat yang menjadi pelaku usaha hiburan seperti karaoke dan kelab malam 

yang ada di Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat judul tentang “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2015 Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kudus Yang Agamis 

Berdasarkan Prinsip Good Governance”. Penulisan penelitian skripsi ini, akan 

mendalami pelaksanaan Perda No. 10 tahun 2015 sebagai wujud good governance, 

serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat 

Kabupaten Kudus. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2015 Dalam Rangka 

Mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis Berdasarkan Prinsip Good 

Governance ? 
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2. Bagaimana kendala-kendala yang mempengaruhi terlaksananya Perda Nomor 

10 Tahun 2015 untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten yang Agamis 

Berdasarkan Prinsip Good Governance? 

C. Tujuan Penelitian : 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2015 Dalam 

Rangka Mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis Berdasarkan 

Prinsip Good Governance. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi terlaksananya 

Perda No. 10 Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten 

Kudus yang Agamis Berdasarkan Prinsip Good Governance. 

D. Kegunaan Penelitian : 

Adapun manfaat ataupun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kea 

rah pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum 

pada umumnya, dan secara khusus dapat menjadi acuan dan/atau 

pertimbangan terhadap pembentukan konsep Peraturan Daerah di 

Kabupaten Kudus untuk kedepannya, sehingga dapat mewujudkan 

Pemerintahan good governance. 
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2. Manfaat Praktis : 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat praktis, yaitu kepada : 

a. Pengusaha, memberikan pengetahuan terkait pandangan wirausaha 

yang relevan didirikan di Kabupaten Kudus. 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai bahan masukan 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, khususnya dalam 

menegakkan Peraturan Daerah terhadap masyarakat. 

c. Akademisi Hukum, sebagai bahan pemikiran dan menambah 

sumber kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi 

hukum tata negara. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat 

hal yang menjadi dasar penelitian. Selain itu juga dapat dilihat mengenai 

pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk 

melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari 
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Konsep Negara Hukum di Indonesia, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, 

Pemerintahan Good Governance, Otonomi Daerah, Kedudukan Perda No. 10 

Tahun 2015 sebagai wujud Good Governance. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan 

digunakan yang terdiri Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode 

Penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan 

Penyajian Data, dan Metode Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Bab ini penulis mengurai dan membahas tentang pelaksanaan perda Nomor 10 

tahun 2015 sesuai prinsip good governance serta kendala-kendala yang ada. 

Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan 

dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB 

II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab 

permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah 

dikemukakan terdahulu. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran 

dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


